NOTULENSI

Ill- PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

1. PETUGAS PERSIDANGAN

PROVINSI MALUKU UTARA

Desk 12

Provinsi : Maluku Utara

Pimpinan Sidang 1 : Direktur Regional IlI

Pimpinan Sidang 2 : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter
Notulis Aplikasi : M. Fadel Aginda

Notulis Offline: Khoirina Fajriani

Pembahas :

Pemerintah Daerah

Kementerian/Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

1. Bappeda Provinsi Maluku Utara

2. Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara

3. Dinas Perumahan dan Permukiman
Provinsi Maluku Utara

4. Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara

5. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
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Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Perhubungan
Kementerian Koperasi dan UKM
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Direktorat Transportasi

Direktorat Kelautan dan Perikanan
Direktorat Perumahan dan Permukiman
Direktorat PUMKM

Direktorat KPAPO




NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

PROVINSI MALUKU UTARA

Program Infrastruktur
Konektivitas

Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional

Prasarana Bidang

Konektivitas Darat (Jalan)

Kawasan Prioritas (ProPN)

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Malut :

- Dalam proses pelepasan Kawasan
Maba-Sagea termasuk daerah Kobe,
Tidore Kepulauan ke Halmahera
Utara pinjam pakai Kawasan sedang
dalam proses perizinan

Kementerian PUPR Bina Marga :

- Merupakan shortcut jalan nasional

- Jika penanganan tahun 2025 ruas
Patani akan didrop

Dit. Transportasi :

- Ruas mendukung shortcut

- Beberapa isu: konfirmasi lahan
hutan yang dilewati trase proses
sertifikasinya sudah sampai mana
yang membutuhkan BPKHP,

Volume Hasil

No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan EsERakatan
1 Peningkatan Kab. Halmahera .
Jalan dan 38 km Tengah, Kab. Kementerian PUPR
Jembatan Ruas Halmahera Timur
Maba-Sagea Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
1P Per Kapi 7-1 i Ek iD ik
02 Transformasi Ekonomi 0 endapétan er Kapita Setara 07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan
Negara Maju Global
Program Kegiatan KRO RO
Pelaksanaan Preservasi dan 004 - Pembangunan Jalan Ditolak
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PROVINSI MALUKU UTARA

- Status jalan merupakan Jalan

Kabupaten

- RKP berakhir juni, harapannya

proses ini dapat diterima dan
pemda melengkapi kelengkapan
administrasinya

- Awalnya merupakan jalan

perusahaan dan masuk Kawasan
IUP, namun tujuannya untuk
memangkas waktu perjalanan

Dinas PUPR
- lzin lingkungan sudah keluar

- Sudah diusulkan melalui inpres,
namun terkendala readiness
criteria

- Untuk saat ini masih dapat diproses
melalui DAK terlebih dahulu

dokumen AMDAL, trase dalam
DED banyak melewati IUP, dan
panjang jalan yang ditangani
provinsi dan kabupaten

- Dapat melalui skema DAK. Namun
masih menunggu konfirmasi dari
RTP jalan

- Tahun depan ada program terkait
percepatan penambahan jalan
daerah

- Apabila RC siap dan ruas sudah
ada trase dan terbuka dan masuk
SK, dapat dimasukkan skema DAK

Program

Kegiatan KRO

RO

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional

Prasarana Bidang

Konektivitas Darat (Jalan)

004 - Pembangunan Jalan
Kawasan Prioritas (ProPN)

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
2 Pembangunan Kab. Halmahera .
Jalan Ruas 21 km Tengah, Kota Kementerian PUPR
Tayawi - Kobe Tidore Kepulauan
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
. . 01 Pendapatan Per Kapita Setara 07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan
02 Transformasi Ekonomi . .
Negara Maju Global Ditolak
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PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Malut :

- Ruas sering terjadi longsor
sehingga diusulkan

- Sudah dilakukan pembangunan
jalan 5 km dari Tikep ke
Halmahera Tengah

- Sudah ada jalan alternatif namun
jauh

- Kawasan industri lumbung padi
ada di Kobe

- RC:ada DED tahun 2022

- Kawasan yang diusulkan adalah
hutan produksi terbatas dan tidak
melewati lUP

- lzin pinjam pakai kawasan sudah
selesai prosesnya

Kementerian PUPR Bina Marga :

- Untuk menuju arah sana sudah ada
jalan nasional

- Merupakan jalan kewenangan
daerah

- Sudah ada alokasi penanganan
longsor di ruas Tajawi Kobe

- RC masih belum siap

Dit. Transportasi :

- Ruas menuju Kawasan transmigrasi

- Melewati IUP Kawasan
pertambangan Kobe

- Melewati Taman Nasional

- Merupakan kewenangan daerah

- Apabila RC siap dan ruas sudah ada
trase dan terbuka dan masuk SK,
dapat dimasukkan skema DAK

Pimsid 1:

- DAK akan mengikuti struktur
RPJMN 2025-2029, salah satu
pertimbangan tergantung
cascading yang telah disusun

- Diarahkan untuk mendukung
dalam rangka AP stabilitas
ekonomi pengenalian inflasi

- Diberi keterangan untuk
mendukung kelancaran
distribusi barang agar usulan

Pimsid 2 :

- Dapat diarahkan melalui skema
DAK

- Dapat dijelaskan mendukung
transformasi ekonomi dan
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mendukung IE terkait perkotaan
dan IE terkait integrase domestik
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan EsERakatan
3 P Kab. Halmah
en.1ba.ngunan 1 1 unit ab. Halmahera Kementerian PUPR
Unit Air Baku Selatan
Soligi
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
05 - Ketahanan Sosial Budaya dan 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 16 - Berketahanan Energi, Air, dan
Ekologi dan Menurunnya Ketimpangan Kemandirian Pangan
Program Kegiatan KRO RO
Program Ketahanan Pengembangan Jaringan Air Prasara.na Jaringan Sumber | 001 - P.rasarana air baku Diakomodir
Sumber Daya Air Tanah dan Air Baku Daya Air yang dibangun
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang
No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga
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Hasil
Usulan Kesepakatan
Kesepakatan
4 Pembangunan 1 unit Kab. Pulau Taliabu Kementerian PUPR
Unit Air Baku
Jorjoga Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
05 - Ketahanan Sosial Budaya dan 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 16 - Berketahanan Energi, Air, dan
Ekologi dan Menurunnya Ketimpangan Kemandirian Pangan
Program Kegiatan KRO RO
Program Ketahanan Pengembangan Jaringan Air | Prasarana Jaringan Sumber | 001 - Prasarana air baku
Sumber Daya Air Tanah dan Air Baku Daya Air yang dibangun Diakomodir
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
5 Perluasan SPAM Kab. Halmahera i ;
" 1000 500 SR ) Kementerian PUPR Diakomodir,
Sofifi Barat, Kota Tidore dengan catatan
— Kepulauan - nomenklatur
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional diubah menjadi




NOTULENSI
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PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan
Ekologi

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen
dan Menurunnya Ketimpangan

16 - Berketahanan Energi, Air, dan
Kemandirian Pangan

Program

Kegiatan KRO

RO

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggara an Air
Minum yang Layak

Prasarana Bidang
Perumahan dan
Pemukiman

002 - Pembangunan SPAM
Regional

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Dinas PUPR

Sebaiknya tetap perluasan
SPAM Sofifi karena masih ada
Kawasan permukiman yang
belum terlayani jaringan pipa
Status SPAM Sofifi sudah ada
kesepakatan pemkot Tikep dan
Halbar bahwa akan digiring
menjadi SPAM regional karena
melayani 2 kab/kota yang
berbatasan

Kec Jailolo Selatan merupakan
daerah penyangga lbu Kota
Sofifi dan kasus stunting
tertinggi di Maluku Utara

Yang baru terlayani hanya 20%
atau 1500 SR

FS dan DED sudah disusun dari
tahun 2023

Kementerian PUPR BPIW

- Masih bisa dioptimalisasi hingga
500 SR

- Perlu penyehatan lembaga
pengelola SPAM

- Masih ada iddle capacity 5It/detik

- Akan dihitung kembali kebutuhan
untuk Sofifi

Dit Perkim

Yang masuk dalam pembahasan
konreg 2025 di Halmahera Barat
SPAM Sofifi memang didukung,
namun dapat diubah
nomenklaturnya menjadi
optimalisasi SPAM IKK Sofifi
Apabila tidak bisa diakomodir
saat ini, diarahkan untuk skema
DAK

Untuk perluasan SPAM belum
bisa untuk skala pelayanan
regional

Dit. Air Minum:

Untuk Sofifi pelayanannya
sudah diserahkan ke PDAM
dan sedang masa peralihan
dari Provinsi ke Kota Tikep

Optimalisasi
SPAM Sofifi,
perlu perbaikan
geotag, dan
perlu
menuntasan
komitmen
Inpres Air
Minum
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PROVINSI MALUKU UTARA

- Kelembagaan UPT sudah - Komitmen yang perlu:
ditetapkan tahun 2023 penerapan tarif (selama

- Daritahun 2023 sudah melayani system masih gratis tidak aka
1745 SR nada bantuan)

- Usulan 3000 SR untuk inpres air - Tahun 2024 masuk ke dalam
minum tersebar di Kota Sofifi inpres SR dengan idle
(13 desa dan 8 yang terlayani), capacity, sekitar 200an SR
lokasinya sama dengan usulan di dengan catatan sudah
musrenbangnas menerapkan tarif

- Terkait optimalisasi IPA
Gosale, sedang ajukan
penambahan pendanaan di
tahun 2025 dengan catatan
penetapan tarif dan kesiapan
unit PDAM

- Sofifi masuk list Inpres Air
Minum dengan catatan
penataan meteran dan tarif

Pimsid 2:

- Perlu menyiapkan RC dan
tahapan pembangunan untuk
menjadikan SPAM Regional

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan 2ol EkEl
6 Pusat Distribusi . Kota Tidore . .
1 unit Badan Pangan Nasional Ditolak
Pangan Kepulauan
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PROVINSI MALUKU UTARA

Agenda Pembangunan

Sasaran Visi

Arah Pembangunan Nasional

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan
Ekologi

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen
dan Menurunnya Ketimpangan

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan
Global

Program

Kegiatan KRO

RO

Program Ketersediaan,
Akses dan Konsumsi Pangan
Berkualitas

Pemantapan Ketersediaan
dan Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan

Hidup

Sarana Bidang Pertanian,
Kehutanan dan Lingkungan

001 - Sarana Logistik
Pangan

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Catatan sesuai Rakortekrenbang

Catatan sesuai Rakortekrenbang

Catatan sesuai Rakortekrenbang

Program

Kegiatan KRO

RO

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
7 Rusun Tenaga 1 1 tower Kota Tidore Kementerian PUPR
Medis RSJ Kusu Kepulauan Diakomodir,
Kota Tikep dengan catatan
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional ada
- - - - penambahan
05 - Transformasi Sosial 04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia | 01 - Kesehatan untuk Semua
Meningkat untuk pagu
anggaran

program PKP
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Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyediaan Akses Rumah
Layak Huni

Prasarana Bidang
Perumahan dan
Pemukiman

003 - Bantuan
Pembangunan Rumah
Susun Hunian
ASN/TNI/POLRI

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Dinas Perkim

Sudah diusulkan melalui SIBARU
RC dan kelengkapan lahan di Kusu
dan Sofifi sudah lengkap namun di
SIBARU kemungkinan belum
dilengkapi dengan baik

Tidak ada yang mengapprove
kelengkapan di SIBARU

Rumah Sakit Jiwa

Pelayanan tenaga medis tidak
hanya rawat jalan, namun juga
IGD

Data eksisting total ASN 95, kuota
CASN 120 tenaga

Sudah masuk ke dalam
Permenkes

Kementerian PUPR BPIW

Fokus pembangunan Rusun 2025-
2029 adalah perkotaan dan MBR.
ASN menjadi penerima manfaat
namun belum menjadi prioritas
Meskipun diakomodir, pimpinan
mengarahkan untuk tetap
menunggu dana on top

2025 pagu hanya 75 triliun

Kementerian PUPR Ditjen Perumahan

Saat di konreg tidak dimasukkan
Rusun ASN Sofifi sudah 2x
diusulkan tahun 2021 dan 2022,
namun hingga saat ini belum ada
persetujuan dari pimpinan
sehingga belum dapat dimasukkan
RKA K/L

Masih membutuhkan integrase
dari Kementerian PUPR

Dit. Perkim

Perlu konfirmasi dulu kelengkapan
RC dan melengkapi melalui
aplikasi SIBARU

Usulan ini dapat
direkomendasikan, namun perlu
dipastikan pengelola
kelembagaannya

Pimsid 1:

Usulan ini termasuk 54 kegiatan
prioritas Sofifi

Kementerian
PUPR

No

Usulan

Volume

Satuan

Lokasi Kab/Kota

Kementerian/Lembaga
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02 - Transformasi Ekonomi

01 - Pendapatan Per Kapita Setara
Negara Maju

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan
Global

Program

Kegiatan KRO

RO

Program Infrastruktur

Konektivitas Pelayanan
Transportasi Laut

Pelayanan Publik Lainnya

002 - Layanan Angkutan Tol
Laut Prioritas Nasional

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda

- Frekuensi tol laut eksisting tidak
terlalu tinggi

- Komoditas tertinggi: kopra, pala,
cengkeh, rumput laut, ikan, dan
kayu

- Dari sisi darat pelabuhan yang
disiapkan pempus belum
memenuhi dan tidak masuk ke
dalam permukiman masyaraka

- Darisisi laut, jangkauannya
dangkal

Kemenhub Roren
- 2024 trayek tol laut sudah ada
SKnya dan ada yang terkait
Taliabu dan Sula
- Penambahan frekuensi harus
melihat evaluasinya terlebih
dahulu

Dit. Transport

- Dapat diusulkan dalam rakornis tol
laut maupun keperintisan dengan
menyertakan data dukung produk
unggulan dan berapa barang yang
dapat diangkut

- Rakornis biasanya ada di Triwulan
Il dan IV untuk perencanaan di
tahun depannya

Hasil
Usulan Kesepakatan
Kesepakatan
8 Layanan Kab. Kepulauan

Angkutan TOL di 1 unit Sula, Kab. Pulau Kementerian Perhubungan

Daerah Taliabu

Kepulauan

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional

Ditolak, dengan
catatan akan
dilakukan
evaluasi terkait
frekuensi dan
dibahas dalam
Rakornis
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- Masukkan untuk rakornis:
Bappeda juga diundang
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan EsERakatan
9 Pembangunan Kota Tidore
- & 1 paket Kementerian Perhubungan
Fasilitas Kepulauan
Pelabuhan dari
- Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
sisi Darat
02 - Transformasi Ekonomi 01 - Pendapatan Per Kapita Setara 07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan
Negara Maju Global
Program Kegiatan KRO RO
Program Infrastruktur Konektivitas Infrastruktur .
Konektivitas Transportasi Prasarana Bidang 058 - Pembangunan Ditolak
Laut P Konektivitas Laut Fasilitas Pelabuhan Sofifi
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang
No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga
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Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Dinas Perkim

- Sudah diusulkan melalui SIBARU

- RCdan kelengkapan lahan di Kusu
dan Sofifi sudah lengkap namun di
SIBARU kemungkinan belum
dilengkapi dengan baik

- Tidak ada yang mengapprove
kelengkapan di SIBARU

Kementerian PUPR BPIW

- Fokus pembangunan Rusun 2025-
2029 adalah perkotaan dan MBR.
ASN menjadi penerima manfaat
namun belum menjadi prioritas

- Meskipun diakomodir, pimpinan
mengarahkan untuk tetap
menunggu dana on top

- 2025 pagu hanya 75 triliun

Kementerian PUPR Ditjen Perumahan

Dit. Perkim

- Perlu konfirmasi dulu kelengkapan
RC dan melengkapi melalui
aplikasi SIBARU

- Usulan ini dapat
direkomendasikan, namun perlu
dipastikan pengelola
kelembagaannya

Pimsid 1:

Hasil
Usulan Kesepakatan
Kesepakatan
10 | R ASN Sofifi Kota Ti
usun ont 1 1 tower ota Tidore Kementerian PUPR
Kepulauan
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 - Transformasi Ekonomi 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 08 - Perkotaan sebagai Pusat
dan Menurunnya Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi
Program Kegiatan KRO RO
Program Perumahan dan Penyediaan Akses Rumah . 003 - Bantuan
) . Prasarana Bidang Diakomodir,
Kawasan Permukiman Layak Huni Pembangunan Rumah
Perumahan dan . dengan catatan
Pemukiman Susun Hunian P
ASN/TNI/POLRI ada
penambahan
Catatan dan Tanggapan untuk pagu
anggaran

program PKP
Kementerian
PUPR
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- Saat di konreg tidak dimasukkan

- Rusun ASN Sofifi sudah 2x
diusulkan tahun 2021 dan 2022,
namun hingga saat ini belum ada
persetujuan dari pimpinan

RKA K/L
- Masih membutuhkan
integrase dari Kementerian

sehingga belum dapat dimasukkan

- Usulan ini termasuk 54
kegiatan prioritas Sofifi

Kewirausahaan Pemuda

Masyarakat

terfasilitasi sebagai kader
kewirausahaan

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

PUPR
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan e
11 | Partisipasi Provinsi Maluku Kementerian Pemuda dan
10 paket
Pemuda dalam Utara Olahraga
Ekonomi mandiri
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 - Transformasi Ekonomi 01 - Pendapatan Per Kapita Setara 11 - Stabilitas Ekonomi Makro
Negara Maju
Program Kegiatan KRO RO Ditolak
Program Kepemudaan Pengembangan Fasilitasi dan Pembinaan 001 - Pemuda yang
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Catatan sesuai Rakortekrenbang

Catatan sesuai Rakortekrenbang

Catatan sesuai Rakortekrenbang

- Partisipasi olahraga Malut di
bawah target nasional

- Dispora Provinsi: Tahun 2026
menjadi tuan rumah kegiatan

- Fasilitas olahraga masih terbatas.

- Tidak dapat diakomodir karena
merupakan kewenangan daerah
untuk sarana dan prasarana
olahraga.

- UU 23/2014 kewenangan untuk
sarpras tidak diatur secara
khusus

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan EsERakatan
12 | Tingkat Provinsi Maluku Kementerian Pemuda dan
S 10 paket
Partisipasi Utara Olahraga
Olahraga
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 - Transformasi Ekonomi 04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia | 02 - Pendidikan Berkualitas yang
Meningkat Merata
Program Kegiatan KRO RO
Program Keolahragaan Pengembangan Olahraga 001 - Peserta Kampanye
Masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Olahraga Rekreasi, Massal,
Masyarakat Petualangan, Tantangan Ditolak
dan Wisata yang terfasilitasi
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Bappeda Kemenpora Dit KPAPO




NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI MALUKU UTARA

olahraga. Rakortekrenbang usulan
tidak hanya GOR, tapi juga asrama
yang kondisinya tidak memadai.

Belum dapat diakomodir
diserahkan diarahkan pendanaan
di kementerian PUPR.

Apabila usulan ini diusulkan di
Kemenpora, terdapat RO sarpras
olahraga yang sifatnyan insentif

Jika diusulkan melalui DAK beum

dapat diakomodir

- GOR sudah terbangun di
beberapa daerah melalui skema
DAK, namun berhenti akibat
refocusing.

- Ditolak dahulu namun dapat

diajukan ke Kementerian PUPR

dibanding ke Kementerian

Olahraga, dengan

pertimbangnan Prapoknas di

Sehingga di tahun 2025 dapat
mulai di bangun.

tahun 2026.
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
13 | Rencana Aksi Provinsi Maluku Kementerian Pemuda dan
1 dokumen
Daerah Utara Olahraga
Kepemudaan
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 - Transformasi Ekonomi 04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia | 04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas )
Meningkat Ekonomi Ditolak
Program Kegiatan KRO RO

001 - Pemuda Kader yang
terfasilitasi dalam
Peningkatan Potensi

Fasilitasi dan Pembinaan
Masyarakat

Peningkatan Potensi

Program Kepemudaan
& P Kemandirian Pemuda
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|||- PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI MALUKU UTARA

Kemandirian, dan Berperan
Terhadap Perubahan Global
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan el EkEr
14 | Pengembangan 5500 H Kab. Halmahera < ) )
Kawasan Padi 5 a Utara, Kab. ementerian Pertanian
Halmahera Timur
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 - Transformasi Ekonomi 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 16 - Berketahanan Energi, Air, dan
dan Menurunnya Ketimpangan Kemandirian Pangan
Program Kegiatan KRO RO Diakomodir
Program Ketersediaan, Pengelolaan Produksi .
& . & . Sarana Pengembangan 625 - Kawasan Padi Kaya
Akses dan Konsumsi Pangan | Tanaman Serealia Tanaman . e
. Kawasan Gizi (Biofortifikasi)
Berkualitas Pangan
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
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Catatan sesuai Rakortekrenbang

Catatan sesuai Rakortekrenbang

Catatan sesuai Rakortekrenbang

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan EsERakatan
15 | Pembangunan Provinsi Maluku
Dermaga Utara, Kab. )
1 paket Halmahera Selatan, Kementerlafw Kelautan dan
Kab. Halmahera Perikanan
Utara, Kota Tidore
Kepulauan
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional

02 - Transformasi Ekonomi

01 - Pendapatan Per Kapita Setara
Negara Maju

04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas
Ekonomi

Program

Kegiatan

KRO

RO

Program Pengelolaan

Perikanan dan Kelautan Perikanan

Pengelolaan Pelabuhan

Prasarana Bidang

Perikanan

Kemaritiman, Kelautan, dan

005 - Pelabuhan Perikanan
yang ditingkatkan
prasarananya untuk
mendukung Penangkapan
lkan Terukur

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Ditolak, dengan
catatan
diusulkan
melalui DAK
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Dinas Perikanan - Dit. Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Halsel - Merupakan UPTD daerah, karena
(Panamboang/Bacan), Halut kewenangan daerah sehingga
(Tobelo), Tikep (Goto) diusulkan untuk skema DAK

- Harapannya Prov Malut dalam - DAK 2025 masih menunggu
RPJMN juga sebagai sentra kebijakan
perikanan dan pusat kemaritiman - Goto, Bacan, dan Tobelo masuk ke

dalam RIPPN

- Ada rincian menu DAK 2025 untuk
pembangunan dermaga dan
coldstorage

- Dapat diusulkan melalui DAK
setelah data referensi siap

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga - K
Usulan Kesepakatan el EkEr
16 | Pengembangan Kab. Kepulauan
Kawasan Kelapa h Sula, Kab. < o .
350 a Halmahera Utara, ementerian Pertanian
Kab. Pulau Morotai,
Kota Ternate
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 - Transformasi Ekonomi 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Diakomodir
dan Menurunnya Ketimpangan Global
Program Kegiatan KRO RO

Program Nilai Tambah dan Pengembangan Kawasan
Daya Saing Industri Tanaman Kelapa Sawit dan
Aneka Palma

Sarana Pengembangan

001 - Kawasan Kelapa
Kawasan
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Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga " K
Usulan Kesepakatan el EkEr
17 | Pembangunan/ Kab. Halmahera
Rehabilitasi Selatan, Kab. Pulau .
: Kementerian Kelautan dan
Coldstorage dan 1 paket Morotai, Kota .
. Perikanan
Pabrik Es Ternate, Kota
Tidore Kepulauan
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
01 - Transformasi Sosial 01 - Pendapatan Per Kapita Setara 04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ditolak, dengan
Negara Maju Ekonomi catatan
diusulkan
Program Kegiatan KRO RO melalui DAK
005 - Pelabuhan Perikanan
Prasarana Bidan ang ditingkatkan
Program Pengelolaan Pengelolaan Pelabuhan . g yang &
; . Kemaritiman, Kelautan, dan | prasarananya untuk
Perikanan dan Kelautan Perikanan .
Perikanan mendukung Penangkapan
lkan Terukur
Catatan dan Tanggapan
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Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Dinas Perikanan

- Cold storage untuk mendukung
Pelabuhan Perikanan Halsel
(Panamboang), Halut (Tobelo),
Tikep (Goto)

- Secara fungsional mengalami
penurunan

Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Diarahkan melalui DAK

Dit. Kelautan dan Perikanan

- Merupakan UPTD daerah, karena
kewenangan daerah sehingga
diusulkan untuk skema DAK

- DAK 2025 masih menunggu
kebijakan

- Goto, Bacan, dan Tobelo masuk ke
dalam RIPPN

- Ada rincian menu DAK 2025 untuk
pembangunan dermaga dan
coldstorage

- Dapat diusulkan melalui DAK
setelah data referensi siap

No

Usulan

Volume

Satuan

Usulan

Kesepakatan

Lokasi Kab/Kota

Kementerian/Lembaga

Hasil
Kesepakatan

18

Bantuan
Perkuatan Modal
Bagi Koperasi
Sektor Riil

koperasi

Kab. Kepulauan
Sula, Kota Ternate

Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah

Agenda Pembangunan

Sasaran Visi

Arah Pembangunan Nasional

02 - Transformasi Ekonomi

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen
dan Menurunnya Ketimpangan

04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas
Ekonomi

Program

Kegiatan KRO

RO

Program Kewirausahaan,
Usaha Mikro, Kecil
Menengah, dan Koperasi

Pembiayaan dan
Penjaminan Perkoperasian

Koperasi

Fasilitasi dan Pembinaan

001 - Fasilitasi Akses
Pembiayaan bagi Koperasi

Ditolak
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Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang Catatan sesuai Rakortekrenbang
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga " K
Usulan Kesepakatan el EkEr
19 | Usaha Kecil Yang 1000 1000 UMKM Provinsi Maluku Kementeri.an Koperasi dan
Mendapat Utara Usaha Kecil dan Menengah
Sertifikasi Hak — -
atas kekayaan Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
Intelektual 02 - Transformasi Ekonomi 02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen 04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas
(Haki) Produk dan Menurunnya Ketimpangan Ekonomi
UKM
Program Kegiatan KRO RO
& 8! Diakomodir
Program Kewirausahaan, Penguatan Pengelolaan dan | Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro yang
Usaha Mikro, Kecil Perlindungan Usaha Mikro UMKM mendapat Fasilitasi dan
Menengah, dan Koperasi Pembinaan Standarisasi dan
Sertifikasi Produk
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
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Kemenkop
- Produk: tidak ada produk khusus
sehingga masih bisa diakomodir
- Sistem pendampingan untuk
pelaku UMKM untuk dapat
sertifikasi HAKI

Dit. PUMKM Bappenas

- Pengusulan dapat diusulkan pada
RO Kemenkop: 451 — Usaha Mikro
yang dapat difasilitasi dan
pembinaan standardisasi dan
sertifikasi produk

- Disetujui dan dapat diakomodir,
Dit. PD akan melakukan
pengawalan terkait usulan ini

Lingkungan Hidup

Masyarakat
Konservasi Dan
Keanekaragam an Hayati
Laut

001 - Kelompok Masyarakat
Penggerak Konservasi

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
20 | Sarana 1 aket Kota Tidore Kementerian Kelautan dan
Pemanfaatan P Kepulauan Perikanan
Berkelanjutan — :
Kawasan Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
Konservasi 02 - Transformasi Ekonomi 01 - Pendapatan Per Kapita Setara 04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas
Negara Maju Ekonomi
Diakomodir,
Program Kegiatan KRO RO
dengan catatan
Program Kualitas Perlindungan Dan Bantuan Kelompok menggunakan
Pemanfaatan Kawasan PHLN
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Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

PROVINSI MALUKU UTARA

Dinas Kelautan dan Perikanan Direktorat Kelautan dan Perikanan
- Akan dibangun di Pulau Mare - Untuk Kawasan konservasi P.
mendukung Kawasan konservasi Mare akan didanai dari pinjaman
- PHLN
3. REKAPITULASI
HASIL KESEPAKATAN TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN

Diakomodir 9

Ditolak 11

Tidak Terbahas 0




